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BABIV 
PENUTUP 
1. Kesimnulan 
Dari masalah, penjelasan serta pembahasan yang telah disampaikan pada 
bab-bab sebeilimnya, kini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan bahwa : 
1< 	 Ide pengangkatan golongan-golongan di lembaga perwakilan adalah dalam 
rangka mewakili semua golonganl lapisan yang ada dalam mayarakat. Namlll1 
golongan tersebut ditujukan kepada badan-badan seperti Koperasi. Serikat 
Sekelja dan lain-lain Badan kolektit: bukan badanl goloogan ABRL 
2. 	 Dengan demikiao ketentuan dalam UU No. II Tahun 1985 jis. UU No. 21 
Tal1un 1985 jis. Tap MPR No. IIII MPRI Tahun 1988 dan berbagai perangkat 
hukum lainnya yang menyebutkan bahwa aoggota MPR terdiri dari anggota 
DPR ditambah Utusan Da.erah dan Golongan. ABRI. Partai Politik dan 
I 
Golongan Karya Iainnya adalah bel1entangan menurut pasal 2 ayat (1) UUO 

1945. 

3. 	 Kehadiran ABRI dalam lembaga perwakilan yang hanya didasarkan pada 
"Konsenslis Nasional" disamping tidak memiliki dasar hllkum yang kuat. juga 
tidak sesuai dengan lSI dan penjelasan pasal 2 ayat ()) UUO 1945 serta 
berlentangan dengan prinsif-prinsif negara hukllm yang demokratis. 
4. 	 Pengangkatan ABRI dalam dua lembaga perwakilan dari segi jumlah peril! 
dltinjau kembali karena telah menimbulkan ketimpangan kuantitas yang cukllp 
besar terhadap perolehan sllara dari Partai Politik. 
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5. 	 Infiltrasi dan pengu,asaan oIeh ABRI terhadap semua lembaga kekuasaan 
negara telah melahirkan kesan adanya dominasi ABRI dalam Negara. Oleh 
karena itu. ABRI yang memainkan peran stabilisator dan dinamisator dalam 
rangka implementasi dwi fungsi ABRI sejauh yang menyangkut pelaksanaan 
fungsi sosial politik (kekaryaan) harus diwujudkan dalam tugasnya sebagai 
bag ian dad eksekutif sesuai dengan pasal 10 UUD 1945. 
2. Saran 
Dalam rangka menghadapi masalah-masalah yang semakin kompleks 
dewasa kini. dibutuhkan suatll lembaga perwakilan yang kuat dan dapat 
melaksanakan tugas-tugas pengembanan terhadap rakyat secara optimum. Namlln 
demikian. tercapainya OPRI MPR melaksanakan tugasnya secara optimum adalah 
disamping melalui anggota yang berperan secara optimum pula. juga sangat 
dipe~1garuhi oleh bagaimana cara mereka dapat menduduki jabatan tersebut dan 
bagaimana proses pembentukanl penyusunannya. Untuk maksud diatas. dalam 
penlilisan skripsi ini. penulis menynrankan dua hal yakni : 
I. 	 Merubahl memperbaharui ketentuan hukum yang mengatur tentang Pemilihan 
Umum ( UU No. II Tahun 1985 ) dan Susunan Keanggotaan OPRI MPR RI 
(UU No. 21 Tahun 1985) serta Tap MPR No. III! MPRI Tahun 1988 tentang 
Pemilll khllsusnya substansi yang mengatur keanggotaan golongan ABRI. 
! 	 Ketentuan dimaksud sekaliglls memberikan penegasan lerhadap hubungan 
ABRI dengan Golongan Karya. 
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3. 	 Me111buat ketentuan hukum yang baru, tegas dan jeJas tentang penerapan 
doktrin dwi fungsi ABRI, khususnya fungsi sosial politik dalam bidang 
eksekutif demi kepastian hukum di Indonesia. 
